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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Entikong maka dapat 
disimpulkan :  
1. Pelaksanan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum pada pelaksanaan proyek pengadaan tanah di 
Kecamatan Entikong sudah sesuai dengan prosedur-prosedur 
pelaksanaan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.  
Pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada Kecamatan Entikong 
belum sepenuhnya terlaksana. Hingga penelitian ini selesai, terdapat 
pemegang hak milik atas tanah yang sudah melalui tahapan pemberian 
ganti kerugian akan tetapi belum menerima ganti kerugian.  
2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian 
yaitu pemegang hak atas tanah yang menolak nilai ganti kerugian 
menganggap nilai ganti kerugian tidak sesuai dengan tanah dan 
bangunan yang dimiliki. Pemegang hak atas tanah juga menyayangkan 
musyawarah ganti kerugian langsung ditentukan oleh panitia 
appraisal,pemegang hak atas tanah berharap diberikan kesempatan 
untuk saling sepakat mengenai nilai ganti kerugian.   
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B. Saran  
1. Panitia pelaksanaan pengadaan tanah dalam sosialisasi lebih 
melakukan pendekatan kepada para pemegang hak atas tanah. Panitia 
diharapkan memberikan arahan dan penjelasan mengenai tahapan-
tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum terutama tahapan musyawarah ganti rugi dan 
pemberian ganti kerugian. Panitia pelaksanaan pengadaan tanah 
diharapkan memberitahu bagaimana caranya jika pemegang hak atas 
tanah tidak setuju dengan nilai ganti rugi dan akan mengajukan 
keberatan.  
2. Bagi Panitia Appraisal yang melakukan musyawarah ganti kerugian 
diharapkan warga sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian dapat 
menyampaikan pendapatnya mengenai nilai ganti kerugian. Sehingga 
pertemuan pertama pada musyawarah ganti kerugian  tidak mutlak dari 
pihak panitia appraisal saja yang langsung mematok nilai ganti 
kerugian akan tetapi menciptakan tawar menawar antara panitia 
appraisal dan warga dengan keadaan kondusif.  
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